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Abstract. Legal protection is an important aspect in ensuring the safety and security of 

workers from the risk of work accidents and physical and mental disorders. Law Number 1 

of 1970 concerning Work Safety confirms that every worker has the right to safety protection 

while working for the sake of welfare and increased productivity. This research examines 

legal protection related to work safety at PT. X West Jakarta, with reference to the Law and 

the company's responsibility for work accidents. The research uses a normative juridical 

approach, with descriptive analysis methods to evaluate applicable regulations and their 

implementation. The research results show that legal protection at PT. X West Jakarta is not 

yet optimal, as seen from the accident incident in May 2024 which revealed weaknesses in 

safety management, including a lack of PPE and safety training. Violation of Law no. 1 of 

1970 and Law no. 13 of 2003 concerning Employment reflects the company's lack of 

commitment to protecting workers. However, PT. X has fulfilled his responsibilities by 

providing compensation and medical treatment in accordance with legal provisions. 
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Abstrak. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan 

dan keamanan pekerja dari risiko kecelakaan kerja serta gangguan fisik dan mental. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa 

setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan saat bekerja demi kesejahteraan dan 

peningkatan produktivitas. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terkait 

keselamatan kerja di PT. X Jakarta Barat, dengan mengacu pada Undang-Undang 

tersebut dan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja. Penelitian 

menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriptif analisis untuk 

mengevaluasi peraturan yang berlaku dan implementasinya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum di PT. X Jakarta Barat belum optimal, seperti 

terlihat dari insiden kecelakaan pada Mei 2024 yang mengungkap kelemahan dalam 

manajemen keselamatan, termasuk kurangnya APD dan pelatihan keselamatan. 

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan kurangnya komitmen perusahaan 

dalam melindungi pekerja. Namun, PT. X telah memenuhi tanggung jawabnya dengan 

memberikan kompensasi dan perawatan medis sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja. 
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A. Pendahuluan 

Pada pertumbuhan industri saat ini, risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan semakin 

meningkat yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum 

menjadi aspek krusial dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi para pekerja. Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, hak setiap pekerja untuk merasa 

aman dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional 

adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Pelanggaran peraturan keselamatan kerja terjadi karena 

kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.  

Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja selalu berkaitan dengan hubungan kerja, baik itu 

kecelakaan saat bekerja ataupun saat tenaga kerja sedang melakukan perjalanan berangkat atau pulang 

kerja.   Selanjutnya, Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mendefinisikan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan 

yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah 

menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Word Health 

Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak dapat 

dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga menghasilkan cedera yang riil.   

Peningkatan kasus kecelakaan kerja telah menjadi perhatian serius karena potensinya untuk 

menimbulkan masalah yang lebih besar. Data statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: 

pada tahun 2020, jumlah korban kecelakaan kerja mencapai 220.740 orang, meningkat menjadi 

234.370 orang pada tahun 2021, dan bahkan lebih tinggi lagi pada tahun 2022 dengan 265.334 orang 

menjadi korban (Kemenaker, 2022:95). Penyebab utama dari kecelakaan kerja, seperti yang 

diidentifikasi oleh H.W Heinrich, ternyata secara dominan adalah faktor manusia, yang menyumbang 

sebanyak 88% dari total kasus, diikuti oleh faktor peralatan sebesar 11%, sementara sisanya hanya 

1% (Damkar, 14 Juli 2020).  

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti 

kampanye, seminar, sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengawasan K3, dan pemberian penghargaan, 

namun kenyataannya upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Kasus 

kecelakaan terus meningkat, dan korban terus bertambah . 

Ada tiga penyebab utama kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerja, pekerjaannya, 

ataupun lingkungan tempat kerja, diantaranya: 

a. Pengaruh umur memiliki kemungkinan yang lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja 

dibandingkan golongan umur muda sebab reaksi dan kegesitan yang lebih baik dari golongan 

umur muda dibandingkan golongan umur tua. 

b. Tingkat Pendidikan mempengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Rendahnya tingkat Pendidikan yang terjadi dapat mengakibatkan sulitnya 

mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang melakukan pekerjaan yang menggunakan 

tenaga fisik. 

c. Pengalaman kerja yang lebih baik dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja karena seiring 

bertabahnya usia dan durasi bekerja dapat meingkatkan kewaspadaan terhadap kecelakaan kerja. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah kondisi 

keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup 

tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi para pekerja. Mathis 

dan Jackson (2003) mengartikan keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan 

oleh perusahaan.  

Keselamatan kerja meliputi perlindungan bagi pekerja dari berbagai bahaya yang ditimbulkan 

kecelakaan kerja dan memberikan pekerja perlindungan dari berbagai penyakit, gangguan fisik maupun 

mental.  Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja agar terhindar 

dari kecelakaan kerja.   

Produktivitas kerja dapat terwujud apabila keselamatan tenaga kerja mendapatkan 

perlindungan, diantaranya: 
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1. Metode pencegahan kecelakaan dan penyebaran penyakit yang mungkin terjadi saat bekerja; 

2. Pengawasan terhadap kemungkinan adanya bahaya di lingkungan kerja; 

3. Penanganan yang sigap apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja; 

4. Menyediakan fasilitas khusus bagi tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, 

kesehatan, pengobatan dan pemulihan di instnsi kesehatan. 

Keselamatan kerja diatur juga dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasanya setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan 

yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai agama. Selain itu, setiap perusahaan diwajibkan 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem 

manajemen perusahaan. Rincian mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah.  

Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 12 UU 

Keselamatan Kerja untuk melakukan hal sebagai berikut: 

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli 

keselamatan kerja; 

2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; 

3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; 

4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang 

diwajibkan; 

5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta 

alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus 

ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

PT X merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi dalam industri pengolahan limbah di 

Indonesia. Sebagai bagian integral dari industri ini, perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab besar 

dalam mengelola limbah secara aman dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, kecelakaan 

yang melibatkan limbah pada pekerja seringkali menjadi perhatian serius karena potensi dampak 

negatif yang luas, baik bagi kesehatan pekerja maupun lingkungan sekitar 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan 

Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Di PT. X Dihubungkan Dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 

  

B. Metode  

Peneliti menggunakan metode anali kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-

undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dihubungkan 

dengan data-data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik dari studi kepustakaan maupun 

wawancara, yang kemudian disusun secara sistematis untuk didapatkannya sebuah kesimpulan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan   

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja di PT. X dihubungkan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum utama 

dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia. Undang-undang 

ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait keselamatan kerja, mulai dari pencegahan 

kecelakaan, kebakaran, dan peledakan hingga penyediaan alat pelindung diri dan pertolongan pertama 

pada kecelakaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, pekerja berhak 

untuk mengajukan tuntutan hukum dan pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun 

pidana.  
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mengatur tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) serta tanggung jawab 

perusahaan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah. Dalam konteks ini, 

PT. X, sebuah perusahaan pengolah limbah di Indonesia, telah mengalami serangkaian kejadian 

kecelakaan kerja yang melibatkan limbah berbahaya. Tumpahan limbah kimia, paparan gas beracun, 

dan kecelakaan saat penanganan limbah B3 adalah contoh kejadian yang tercatat.  

Dengan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PT. X dapat 

memastikan bahwa pengelolaan limbah berbahaya dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung 

jawab, sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Implementasi sistem pengelolaan limbah 

yang baik, termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi karyawan tentang prosedur penanganan limbah 

B3, akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, 

perusahaan juga harus melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua 

praktik yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 yang berbunyi: 

“Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di 

bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan 

keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.”Pasal 

ini, menekankan pentingnya identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai langkah awal dalam upaya 

pencegahan kecelakaan kerja. PT. X harus melakukan identifikasi bahaya secara sistematis untuk 

mengetahui potensi risiko yang dapat membahayakan keselamatan karyawan. Hal ini sejalan dengan 

prinsip partisipasi yang diatur dalam Pasal 15, yang menekankan pentingnya kesadaran dan 

keterlibatan karyawan dalam menjaga keselamatan kerja. Setelah melakukan identifikasi bahaya, PT. 

X wajib mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1970 ayat (1) 

yang berbunyi: 

“Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam 

perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, 

penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang 

mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.” 

Pasal ini, mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melaksanakan upaya pengendalian 

bahaya. Upaya ini dapat berupa eliminasi bahaya, substitusi dengan bahan atau proses yang lebih aman, 

rekayasa teknik untuk mengurangi risiko, serta pengendalian administratif seperti prosedur kerja yang 

aman. PT. X dapat melakukan pengendalian bahaya harus mencakup penggunaan alat pelindung diri 

(APD) yang sesuai dengan kebutuhan, serta penerapan prosedur kerja yang aman dalam menangani 

limbah berbahaya.  

Selain itu, Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang pemeliharaan peralatan kerja. 

Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap peralatan kerja di PT. X sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan harus memastikan bahwa semua peralatan yang 

digunakan dalam proses pengolahan limbah berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan 

yang berlaku.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. PT. X, 

sebagai perusahaan pengolah limbah berbahaya, harus meningkatkan komitmen terhadap keselamatan 

kerja dengan mengidentifikasi bahaya, melibatkan karyawan dalam penilaian risiko, serta menerapkan 

langkah-langkah pengendalian yang efektif.  

Tanggung Jawab Perusahaan Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja terhadap Pekerja di PT. X 

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja bagi seluruh karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk 

mengatur dan memelihara ruangan, alat perkakas, di tempat dimana perusahaan menyuruh karyawan 

melakukan pekerjaan. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap 

karyawan terhindar dari kecelakaan kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta 
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bendanya. Peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai hal perlindungan bagi pekerja adalah 

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukan bahwa para 

pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerja sebagai wujud hak dalam 

kehidupan yang layak. Pekerja atau buruh tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tanggung 

jawabnya dalam bekerja, namun juga membutuhkan perlindungan agar dapat lebih optimal dalam 

melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat mendapatkan perhatian dalam 

hukum ketenagakerjaan. Perlindungan hukum keselamatan kerja tersebut diatur didalam Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.  

PT. X, sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, 

mempunyai tanggung jawab hukum yang jelas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. 

Kewajiban ini diatur dalam berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi pekerja. Salah satu 

dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 

Undang-undang ini mewajibkan setiap pengusaha, termasuk PT. X, untuk menciptakan dan 

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja mereka.  

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365, 

mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang 

melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan tidak memenuhi kewajibannya, dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jika PT. X gagal memenuhi 

kewajiban keselamatan kerjanya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Ketika terjadi kecelakaan kerja, PT. X memiliki tanggung jawab yang signifikan 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

a) Kompensasi 

PT. X memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan. Kompensasi ini 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perusahaan maupun peraturan 

perundang-undangan yang relevan. Kompensasi ini bisa berupa penggantian biaya pengobatan, 

tunjangan sakit, atau bahkan santunan untuk keluarga jika kecelakaan tersebut mengakibatkan 

kematian. Selain itu, PT X juga harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab 

terjadinya kecelakaan. Hasil dari investigasi ini harus digunakan untuk mengambil langkah-langkah 

perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. 

b) Menyediakan Perawatan Medis 

PT. X bertanggung jawab menyediakan perawatan medis yang diperlukan bagi pekerja yang 

mengalami kecelakaan. Termasuk akses ke fasilitas medis dan perawatan yang tepat untuk membantu 

proses pemulihan pekerja. Berdasarkan analisis diatas, apabila PT. X terbukti lalai dalam memenuhi 

kewajiban keselamatan kerja, perusahaan dapat menghadapi berbagai sanksi dan konsekuensi. Salah 

satu sanksi yang mungkin dikenakan adalah denda dari instansi pemerintah terkait, yang dapat 

bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya. Selain itu, perusahaan juga dapat 

menghadapi tuntutan ganti rugi dari pekerja atau keluarganya, terutama jika kecelakaan tersebut 

mengakibatkan cedera serius atau kematian. Tuntutan ini dapat menambah beban finansial perusahaan 

dan mempengaruhi arus kas mereka.  

PT. X memiliki tanggung jawab hukum yang kuat dalam memastikan keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, mengadakan pelatihan 

keselamatan kerja secara berkala, serta melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap kondisi 

lingkungan kerja.  

Jika terjadi kecelakaan kerja, PT. X juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

kompensasi dan perawatan medis kepada pekerja yang terdampak. Kelalaian dalam memenuhi 

kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, tuntutan ganti rugi, dan kerugian reputasi yang 

serius bagi perusahaan. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Perlindungan hukum di PT. X Jakarta Barat belum optimal sebagaimana yang terjadi pada 

Insiden kecelakaan kerja pada Mei 2024 mengungkap kelemahan serius dalam manajemen dan 

pengawasan keselamatan kerja, termasuk kelalaian dalam penyediaan APD yang memadai dan 

pelatihan keselamatan kerja. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan 

kurangnya komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan di lingkungan kerja 

yang berbahaya. 

Tanggung jawab PT. X saat terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu dengan memberikan 

kompensasi dan perawatan medis terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. 
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